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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akses 
Pajak Atas Pelayanan Drive Thru Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor. Metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah metode survei 
dengan menggunakan media kuisioner dengan teknik analisis regresi linear sederhana. 
Dengan sampel sebanyak 100 wajib pajak dari populasi sebanyak 12.524 wajib pajak. 
Metode pengambilan sampel Simple Random Sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Kesimpulannya adalah Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru berpengaruh terhadap 
Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.  
 
Kata kunci : Akses Pajak, Pelayanan Drive Thru, Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 
 
Abstract 
The purpose of this study is to determine how much influence access Taxes on 
Services Drive Thru Satisfaction Compulsory Motor Vehicle Tax. Primary data 
collection method used was a survey method using questionnaires media with simple 
linear regression analysis techniques. With a sample of 100 taxpayers from a 
population of 12 524 taxpayers. Sampling method Simple Random Sampling. The 
results of this study indicate the independent variables affect the dependent variable. 
The conclusion is access Taxes on Services Drive Thru effect on taxpayer satisfaction of 
Motor Vehicles.  
 








1.1 Latar Belakang 
Dalam era modern sekarang ini, alat transportasi merupakan salah satu aspek 
yang sangat dibutuhkan masyarakat diantaranya kendaraan bermotor. (Ria dan Legowo 
2010, h.2) kepemilikan kendaraan bermotor menjadi salah satu standar ukuran seseorang 







lomba untuk membeli kendaraan bermotor demi untuk menunjukkan derajat atau 
kemampuan  perekonomian mereka. Dengan demikian, maka permintaan kendaraan 
bermotor diprediksi akan semakin meningkat. 
Dengan semakin meningkatnya permintaan atas jumlah kendaraan bermotor 
membuat Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) di seluruh Indonesia membidik Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam 
hal pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di Kantor Satuan 
Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Cara membayar pajak kendaraan bermotor 
yang telah kita ketahui adalah dengan cara reguler. Pajak yang bersifat dinamis dan 
mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya 
perbaikan sistem dan operasional. Pelayanan publik berkualitas yang diinginkan oleh 
masyarakat adalah pelayanan yang cepat, mudah dan transparan. Hal ini mendorong 
Samsat menciptakan inovasi dalam bidang pelayanan publik yang diberikan kepada wajib 
pajak kendaraan bermotor yaitu pelayanan drive thru . 
Drive thru berasal dari drive through yang berarti kendara lewat atau lewat 
kemudi dimana penyediaan fasilitas tersebut memungkinkan pelanggan atau wajib pajak 
tidak perlu turun dari kendaraannya untuk mendapatkan pelayanan yang telah disediakan 
(Leganek Mawardi 2011). Membayar pajak kendaraan bermotor diantaranya roda empat 
atau lebih di Kantor Bersama Samsat Palembang kini tidak perlu memerlukan waktu yang 
lama lagi. Bahkan wajib pajak tak perlu repot turun dari kendaraannya, hanya dalam 
hitungan lima menit urusan yang sebelumnya harus diselesaikan dalam satu jam bisa 
selesai dengan cepat. Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin yakin bahwa Samsat 
Palembang bisa mewujudkan pelayanan yang terbaik, terlebih lagi telah memiliki 
sertifikasi dan pengakuan mutu pelayanan dari ISO 9001:2008 
(palembang.tribunnews.com) 
Pada hakekatnya pelayanan Kantor Bersama Samsat Kota Palembang bertujuan 
untuk memberikan kepuasan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Kantor Bersama 
Samsat Kota Palembang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah harus mampu 
melayani masyarakat secara maksimal dari penyelenggaraan pelayanan, kinerja aparat, 
dan mekanisme kerja yang ada. Dari hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa petugas 
loket drive thru senantiasa menjawab pertanyaan dari wajib pajak jika ada hal yang 
kurang dipahami dengan sopan dan ramah serta memberikan penjelasan yang mudah 
dimengerti oleh wajib pajak. Kinerja pelayanan yang baik akan menimbulkan kepuasan 
wajib pajak dalam membayar pajak dan karena kepuasan itu akan mendorong wajib pajak 
mematuhi segala kewajibannya. 
Dari fenomena dan hasil penelitian sebelumnya peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan objek penelitian adalah pelayanan drive thru di Kantor Bersama Samsat 
Kota Palembang. Adapun judul dalam penelitian  “Pengaruh Akses Pajak Atas 





1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah akses pajak atas pelayanan drive thru berpengaruh terhadap kepuasan 
wajib pajak kendaraan bermotor ?? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.  Untuk mengetahui pengaruh akses pajak atas pelayanan drive thru terhadap 











2. LANDASAN TEORI 
 
2.1  Kepuasan 
“Menurut Kotler (2013, h.35) Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara prestasi atau produk yang 
dirasakan dan yang diharapkan. Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen 
penting bagi pelayanan publik seperti pelayanan Samsat drive thru harus dilaksanakan 
secara cepat, tepat, mudah sehingga dapat lebih efesien dan lebih efektif. Apabila wajib 
pajak merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan 
tersebut dapat dipastikan tidak efektif. Hasil yang ingin dicapai setelah terbentuknya 
pelayanan Samsat drive thru ini adalah meningkatkan, memudahkan, dan mendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat.” 
 
2.2  Pajak 
“Pajak berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa serta berdasarkan Undang-Undang, 
dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan bagi keperluan 
negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “ 
 
2.3  Fungsi Pajak 
Menurut Siti Resmi (2014, h.3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu : 
1. Fungsi Budgetair  
Pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk dipakai membiayai pengeluaran 
baik secara rutin maupun pengeluaran bagi pembangunan. 
2. Fungsi Mengatur (Regulatory)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi. 
 
2.4  Syarat Pemungutan Pajak  
“Menurut Mardiasmo (2011, h.2) terdapat lima syarat pemungutan pajak, yaitu : 
1. Syarat Keadilan 
Pemungutan pajak harus adil yaitu memberikan hak terhadap wajib pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan pengajuan banding. 
2. Syarat Yuridis 
Pajak yang diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, memberikan jaminan hukum untuk 
menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun warganya. 
3. Syarat Ekonomis 
Pemungutan pajak tidak boleh menganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan sehingga tidak menimbulkan dampak kelesuan perekonomian. 
4. Syarat Finansil 
Sesuai dengan fungsi pajak budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekankan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Syarat Sederhana 
Sistem pemungutan yang sederhana dapat mempermudah dan mendorong masyarakat 
agar taat memenuhi kewajiban perpajakannya.” 
 
2.5 Pajak Daerah 
“Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, Pajak 








badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang serta tidak mendapatkan 
imbalan balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
2.6 Kendaraan Bermotor 
“Menurut Diaz Priantara (2013, h.537) Kendaraan Bermotor merupakan kendaraan 
yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan dipergunakan untuk 
transportasi daratan. Pada umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran 
dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dapat 
dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, 
menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam) Kendaran bermotor memiliki roda 
dan biasanya berjalan diatas jalanan. 
 
2.7 Pajak Kendaraan Bermotor 
“Menurut Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, Pajak Kendaraan 
Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan suatu kendaraan 
bermotor. 
Terdapat Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu : 
1. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan 
bermotor yang terdaftar di suatu daerah. 
2. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki 
dan/atau menguasai Kendaraan bermotor.” 
 
2.8 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor 
“Menurut Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011, Dasar Pengenaan 
Pajak Kendaraan Bermotor merupakan hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu: 
1. Nilai jual kendaran bermotor dan 
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran 
lingkungan yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor.” 
 
2.9 Pelayanan Drive Thru 
Menurut Novia Rahmawati (2014) pelayanan drive thru merupakan salah satu bentuk 
penerapan dan pelaksanaan program Quick Wins dan juga merupakan salah satu bentuk 
perbaikan pelayanan di Kantor Bersama Samsat, yang mana pelayanan pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dilaksanakan di 
luar Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan hanya 
membutuhkan waktu proses sekitar 5 (lima) menit untuk menyelesaikan pembayaran pajak 
tanpa harus meninggalkan kendaraannya.  
 
2.10 Kantor Bersama Samsat Kota Palembang 
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap, Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi urusan lalu lintas, Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan 
Usaha dalam menyelenggarakan Samsat. Samsat adalah serangkaian dari kegiatan dalam 
penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan 
Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan 
terkoordinasi dalam suatu Kantor Bersama Samsat.  
 









Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 






Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.12 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis dari penelitian ini adalah : 
H0:  Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru Tidak Berpengaruh Terhadap Kepuasan 
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 
Ha:  Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru Berpengaruh Terhadap Kepuasan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013, h.147) Metode deskriptif merupakan suatu 
metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk 
membuat kesimpulan yang berlaku secara umum atau generalisasi. 
 
3.2 Teknik Pengambilan Sampel  
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang 
menggunakan pelayanan drive thru di Kantor Bersama Samsat Kota Palembang. Penulis  
melakukan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus slovin. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan pengambilan secara 
acak (simple random sampling) Menurut Sugiyono (2013, h.92), probability sampling 
merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur 
(anggota) populasi agar dapat dipilih untuk menjadi anggota sampel tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi tersebut. 
  
3.3 Jenis Data 
Menurut Sugiyono (2012, h.224) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu: 
1. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. 
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh  pihak lain. 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer yang diperoleh langsung dari wajib pajak berupa kuesioner 
sedangkan data sekunder berupa data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wajib pajak 
yang menggunakan pelayanan reguler dan drive thru. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan Kuesioner atau angket yang berupa pertanyaan yang diberikan kepada 
responden yaitu wajib pajak yang menggunakan pelayanan drive thru di Kota Palembang. 














3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif  
yaitu analisis yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2006, h.13). 
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. 
3.5.1.Instrumen Penelitian 
3.5.1.1 Uji Validitas 
Mengukur validitas dilakukan dengan menggunakan cara melakukan 
korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. 
Jika r hitung lebih besar daripada r tabel dan nilai r positif maka pertanyaan 
tersebut dapat disebut valid. (Ghozali, 2013, h.52). 
3.5.2 Uji Reliabilitas 
Menurut Sanusi (2011, h.81) uji reliabilitas dilakukan terhadap 
pertanyaan yang sudah valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk menguji 
konsistensi jawaban responden, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0.6. 
 
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 
3.5.2.1 Uji Normalitas 
Menurut Imam Ghozali (2011, h.160-165), Uji normalitas digunakan 
untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai distribusi normal atau 
tidak. Dengan Kolmogorov-Smirnov Test jika nilai signifikansi > 0,05 maka 
distribusi dari populasi adalah normal. 
3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Agung Edy Wibowo (2012, h.93) dalam pengujian ini 
menggunakan uji Spearman’s Rho, jika semua nilai signifikansi lebih besar 
dari  0,05 semua variabel terhadap absolut residual berarti tidak ditemukan 
gejala heterokedastisitas. 
3.5.2.3 Uji Linearitas 
Menurut Agung Edy Wibowo (2012, h.73) Pengujian Linearitas ini 
menggunakan Test for Linearity. Standar defaultnya menggunakan tingkat 
signifikansi 5% maka suatu variabel memiliki hubungan linear dengan 
variabel lainnya apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. 
 
3.5.3 Uji Regresi Linear Sederhana 
Menurut Sugiyono (2013, h.270) Kegunaan analisis regresi linear sederhana 
adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap 




Dimana :  
Y   : Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
a    : Konstanta 
b   : Koefisien regresi  
X  : Variabel Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru 
e   : Error 
 
3.5.4 Uji Hipotesis 
3.5.4.1 Uji t 
Menurut Yohanes Anton Nugroho (2011, h.100) untuk menguji 
hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 









secara parsial atau per variabel. Jika thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
 
3.5.5  Uji Koefisien Determinasi 
Menurut Agung Edy Wibowo (2012, h.135) koefisien determinasi digunakan 
untuk jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel independen dalam 
model regresi yang secara serentak memberikan pengaruh terhadap variabel 
dependen.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Samsat merupakan sistem yang bekerjasama secara terpadu antara pihak Polri, 
pihak Dinas Pendapatan Provinsi, dan pihak PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka 
menjalankan pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan penerimaan uang ke kas 
negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
(BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), serta 
dilaksanakan dalam satu kantor atau satu atap yang disebut Kantor Bersama Samsat. 
Pihak Polri memiliki fungsi sebagai pihak yang berwenang untuk menerbitkan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lalu pihak Dinas Pendapatan Provinsi berwenang 
untuk menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor (BBNKB) sedangkan pihak PT Jasa Raharja (Persero) berwenang 
untuk mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
Pada umumnya Kantor Bersama Samsat berada di lingkungan kantor Polri ataupun di 
lingkungan Satlantas atau Dirlantas Polda yang ada di masing-masing provinsi di 
Indonesia. 
 
4.2  Hasil Pembahasan  
 4.2.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 
   4.2.1.1 Uji Validitas 
                                     Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas 




















Sumber: Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 20 
 
Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa nilai r hitung untuk masing-
masing pertanyaan bernilai 0,285 sampai 0,706 sedangkan r tabel diperoleh 
nilai sebesar 0,1966. Hal ini berarti  semua nilai r hitung lebih besar dari 
nilai r tabel dengan demikan seluruh pertanyaan dapat dinyatakan valid. 
 








Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel  Cronbach’s Alpha Ketentuan Keterangan  
X1 0,729 0,6 Reliabel 
Y  0,838 0,6 Reliabel 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2015 
Berdasarkan tabel 4.2 nilai Cronbach’s Alpha atas variabel Akses 
Pajak Atas Pelayanan Drive Thru dan Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor lebih besar dari 0,6 maka semua variabel dinyatakan reliabel. 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas 






Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2015 
Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai asymp.sig sebesar 
0,200 atau >  0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 
berdistribusi secara normal. 
 
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 




















Coefficient 1.000 .181 -.063 
Sig. (2-tailed) . .071 .533 






Coefficient .181 1.000 .064 
Sig. (2-tailed) .071 . .528 
N 100 100 100 
Abs_res Correlation 
Coefficient -.063 .064 1.000 
Sig. (2-tailed) .533 .528 . 
N 100 100 100 





Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation 3.33506888 
Most Extreme Differences Absolute .055 
Positive .042 
Negative -.055 
Test Statistic .055 









Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai signifikan Akses Pajak Atas 
Pelayanan Drive Thru terhadap Abs Residual lebih besar dari 0,05 yaitu 
0,533 dan nilai signifikan Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
terhadap Abs Residual sebesar 0,528 sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak 
terdapat gejala heterokedastisitas. 
 
4.2.2.3 Uji Linearitas 
Linearitas akan terpenuhi dengan asumsi jika plot antara nilai residual 
terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu 
pola tertentu (random) 








Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
Berdasarkan tabel 4.5 Standar defaultnya menggunakan tingkat signifikansi 
5% maka suatu variabel memiliki hubungan linear dengan variabel lainnya bila nilai 
signifikansi nya lebih kecil dari 0,05. diketahui bahwa linearitas dengan nilai 
signifikansi pada linearity sebesar 0,024. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka 
dapat dinyatakan bahwa kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Akses 
Pajak Atas Pelayanan Drive Thru memiliki hubungan yang linear. 
 
4.2.3 Uji Regresi Linear Sederhana 







T Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 25.987 3.977  6.535 .000 
Akses Pajak Atas 
Pelayanan Drive Thru .227 .102 .219 2.221 .029 
a. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
 
Berdasarkan Tabel 4.6, maka persamaan regresi linear sederhana yaitu: 
Y = 25,987 + 0,227X + e 
Y : Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
















(Combined) 259.160 14 18.511 1.753 .060 




203.716 13 15.670 1.484 .140 
Within Groups 897.430 85 10.558   







b1  : Koefisien regresi   
X1 : Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru 
e   : Error 
 
4.2.4 Uji Hipotesis 
4.2.4.1 Uji t 
 







t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) 25.987 3.977  6.535 .000 
Akses Pajak Atas 
Pelayanan Drive Thru .227 .102 .219 2.221 .029 
a. Dependent Variable: Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel Akses Pajak Atas 
Pelayanan Drive Thru diperoleh nilai t hitung sebesar 2,221. Dengan derajat 
kebebasan (df) = n-2 =100-2 = 98, dengan demikian kriteria pengambilan 
keputusan adalah t hitung 2,221 > t tabel 1,98447 sehingga H0 ditolak dan Ha 
diterima yang berarti Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru berpengaruh 
terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 
 
4.2.5 Uji Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi  (𝐑𝟐) 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square Std. Error of the Estimate 
1 .219a .048 .038 3.3520 
a. Predictors: (Constant), Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru 
Sumber : Data Hasil Pengolahan SPSS 22, 2016 
Berdasarkan nilai R2 adalah 0,048 , jadi sumbangan pengaruh variabel 
independen (X) sebesar 0,048 x 100% = 48% terhadap variabel dependen (Y) 
sedangkan sisanya sebesar 52% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 





Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka 
penulis dapat menarik kesimpulan Akses Pajak Atas Pelayanan Drive Thru berpengaruh 
terhadap Kepuasan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor karena masyarakat yang 
menggunakan pelayanan Samsat drive thru di Kantor Bersama Samsat Kota Palembang 
merasa bahwa kejelasan petugas pelayanan, keadilan petugas dalam memberikan 
pelayanan, keamanan dan kenyamanan wajib pajak, tanggung jawab petugas dalam 









sehingga masyarakat merasa puas terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas 
Kantor Bersama Samsat Kota Palembang. 
5.2. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan, maka terdapat beberapa 
saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagi Kantor Bersama Samsat Kota Palembang 
Kantor Bersama Samsat sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang pelayanan drive thru dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor  
2. Bagi Wajib Pajak 
Wajib pajak sebaiknya lebih meningkatkan kesadaran diri serta memahami pembayaran 
pajak kendaraan bermotor melalui pelayanan drive thru untuk membayarkan kewajiban 
pajaknya untuk mempermudah wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan 
bermotornya. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian atau wilayah 
sampel penelitian sehingga memperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi 
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